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  Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna 
memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya

 Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas 
internasional, dan sektor swasta

 Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif 
mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan

 Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan publik dan swasta

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan 

absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian 

yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi 

penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis 

bukti.

TENTANG 
KAMI

Visi

Misi

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan 
studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang 

kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai 
aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer 
di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, 
dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling 
berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang 
tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.
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SAMBUTAN

PEMBINA

Meskipun konsep desentralisasi dan otonomi daerah 
sebagai basis pengembangan demokrasi di Indonesia 
sudah muncul pada masa awal kemerdekaan melalui 

Undang-Undang (UU) No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite 
Nasional Daerah dan UU No. 22/1948 tentang Pemerintah 
Daerah, dalam praktiknya pemerintah kala itu masih menerapkan 
politik sentralisasi. Setelah berlangsung lebih dari setengah 
abad, barulah rakyat bisa mengoreksi hal tersebut dengan 
disepakatinya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan 
Daerah. Undang-Undang ini dilaksanakan secara konsekuen 
dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan terus 
disempurnakan–terakhir diperbarui melalui UU No. 23/2014. 
Pada awalnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini 
menghadapi banyak tantangan, tetapi kini telah muncul berbagai 
inovasi daerah dan makin bertambah jumlah pejabat daerah 
yang berkembang menjadi pejabat nasional. 

Setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan otonomi 
daerah dengan titik berat di tingkat kabupaten/kota, masyarakat 
politik Indonesia mulai percaya diri untuk memberi ruang bagi 
demokrasi di tataran akar rumput dengan mengesahkan UU 
No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Sesungguhnya masyarakat 
desa telah lama mengenal otonomi desa. Akan tetapi, mereka 
cenderung hanya memilih sosok karena konsep mengenai 
organisasi yang berfungsi menata suara dan kegiatan rakyat 
belum berkembang. Kondisi seperti itu masih tecermin dalam 
kehidupan kemasyarakatan kita sekarang dan menghambat 
pembangunan demokrasi yang egaliter. 
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Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni sekitar tahun 
2000, SMERU melakukan studi-studi mengenai pelaksanaan 
otonomi daerah dan hasilnya telah digunakan untuk memberikan 
masukan bagi berbagai kebijakan. Selanjutnya, SMERU terus 
mengarusutamakan isu desentralisasi dan otonomi daerah dalam 
berbagai kajiannya, khususnya terkait isu kemiskinan, pendidikan, dan 
kesehatan. Mulai akhir 2015, SMERU melakukan studi kualitatif untuk 
memantau pelaksanaan UU Desa–kajian difokuskan pada aspek tata 
kelola pemerintahan di tingkat desa. Studi ini tentunya sangat penting  
dan SMERU berkewajiban mewacanakan hasil kajiannya, terutama 
tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengorganisasikan 
kemandirian mereka. 

Dalam penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, SMERU menempati 
posisi spesial di kalangan pejabat publik dan akademisi, terutama 
di tingkat nasional. Pada tahun-tahun mendatang, SMERU perlu 
meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. 
Langkah-langkah SMERU ke arah ini, seperti (i) mengadakan Forum 
Berbagi Hasil Penelitian di Kota Surakarta yang dihadiri pihak-pihak 
terkait, dan (ii) berbagi pengetahuan tentang metode penelitian 
dengan beberapa lembaga penelitian (di perguruan tinggi), perlu 
dilanjutkan dan diperluas cakupannya. 

Tanpa kerja keras peneliti dan dukungan pengorganisasian yang 
kuat oleh manajemen, semua kegiatan SMERU tersebut akan sulit 
tercapai. Di samping itu, dukungan pendanaan dari lembaga donor, 

(DFAT), Australia, melalui Program Knowledge Sector Initiative (KSI), 

juga telah memberi kesempatan bagi SMERU untuk meningkatkan 
kapasitas kelembagaannya serta bertukar pengalaman dan 
pengetahuan dengan lembaga-lembaga mitra kerja KSI lainnya. 
Untuk semua itu, atas nama Pembina Yayasan SMERU, saya 
sampaikan penghargaan dan terima kasih. 

Dr. Syaikhu Usman
Ketua
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SAMBUTAN

MANAJEMEN

Komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara merata merupakan agenda besar 
pembangunan di seluruh dunia. Komitmen ini terangkum 

dalam Sustainable Development Goal (SDGs) atau Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan dan 169 
target turunan; dengan target utama menghilangkan kemiskinan 
dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai 
kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru 
SDGs ini dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan 
akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk 
pembangunan yang inklusif. Dengan tujuan dan target yang 
lebih banyak, tentunya tantangan yang dihadapi dalam usaha 
pencapaian SDGs akan lebih berat.

Menanggapi tantangan ini, Bappenas selaku koordinator 
pelaksanaan SDGs di Indonesia meminta SMERU melakukan 
kajian pencapaian MDGs dan persiapan menuju SDGs di 
Indonesia. Studi ini memberikan pembelajaran dan masukan, 
khususnya bagi Pemerintah Pusat, dalam hal perencanaan, 
penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan SDGs.

Selain itu, SMERU terlibat dalam proses perumusan berbagai 
kebijakan dengan Bappenas melalui, antara lain, diskusi-diskusi 
perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pada kesempatan 
lain, hasil temuan studi baseline (awal) UU Desa dijadikan bagian 
dari modul pelatihan untuk pendamping desa yang disusun oleh 
Bappenas.

Saat ini, isu ketimpangan antardaerah di Indonesia juga 
masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pengurangan 
ketimpangan yang tinggi makin penting untuk dilakukan agar 
target pengentasan kaum miskin yang tertuang dalam RPJMN 
dan SDGs dapat tercapai. Pada akhir 2016, SMERU menyiapkan 
concept note (catatan konsep) terkait isu ketimpangan di 
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Indonesia untuk memenuhi permintaan staf khusus Kantor Staf 
Presiden (KSP). Hal ini menunjukkan komitmen SMERU untuk proaktif 
memberi masukan mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi 
dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat 
Indonesia.

SMERU terus berupaya untuk terlibat dalam dialog dan komunikasi 
kebijakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat 
subnasional. Terkait hal ini, pada Maret 2016, SMERU, bekerja sama 
dengan Pemerintah Kota Surakarta, mengadakan “Lokakarya Peran 
Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 
Masyarakat Miskin”. Acara ini bertujuan membangun dialog kebijakan 
yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku 
kepentingan di daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan 
bagi SMERU untuk berdiskusi dan memperkenalkan kegiatan 
penelitian dan publikasi SMERU, khususnya studi-studi SMERU yang 
pernah dilakukan di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Provinsi Jawa 
Tengah.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan 

difokuskan pada pengembangan kapasitas internal organisasi dan 
memperluas kerja sama dengan pihak eksternal. Rencana bisnis 
ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SMERU dalam 
mengelola sumber-sumber pendanaan secara berkelanjutan serta 
meningkatkan kemandirian dengan memperbesar proporsi dana 
yang bersumber dari dana hibah kompetitif.

Menutup tahun 2016, SMERU melakukan studi banding ke beberapa 
lembaga penelitian di Yogyakarta, yaitu SurveyMETER, PSKK UGM, 
PKMK FK UGM, IRE, IDEA, dan HRC. Kegiatan ini bertujuan mendalami 
konsep dan praktik-praktik terkait pengembangan organisasi 
secara berkelanjutan di lembaga-lembaga tersebut. Pembelajaran 
dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta 
pemahaman manajemen dan staf SMERU dalam mengambil 
berbagai keputusan strategis untuk mendorong kemandirian 
Lembaga.

Laporan ini memotret ruang lingkup kerja kami sepanjang 2016 
yang tidak mungkin dapat kami capai tanpa dedikasi, komitmen, 
dan profesionalitas seluruh staf SMERU. Kami sangat bangga atas 
apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan yang akan 
datang. 

Dr. Asep Suryahadi
Direktur
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MOTIF BATIK KHAS SOLO
Motif pada batik tradisional 

tersendiri. Pada motif batik, 
khususnya di Jawa Tengah, 

terutama Solo dan Yogyakarta, 
setiap gambar memiliki makna. 

Hal ini berhubungan dengan 

dalam kebudayaan Hindu-
Jawa. Pada motif tertentu, 

ada yang dianggap sakral dan 
hanya dapat dipakai pada 

kesempatan atau peristiwa 
tertentu.
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Kegiatan Utama Kami

STUDI DIAGNOSTIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DI 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam rangka membantu persiapan Program Inovasi untuk Anak 
Sekolah Indonesia (INOVASI), pada Juli–Agustus 2016, The 
SMERU Research Institute melaksanakan studi kualitatif di enam 

kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gambar 1). Studi ini ditujukan 
untuk memahami konteks sosial-politik-ekonomi, perkembangan inovasi 
pembelajaran, dan pemetaan pemangku kepentingan, dengan fokus 
pada pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.

Studi ini menemukan sepuluh permasalahan utama dalam pembelajaran 
di tingkat pendidikan dasar (Gambar 2). Empat di antaranya berkaitan 
dengan manajemen guru, yaitu rendahnya kualitas guru, kurang dan 
tidak meratanya jumlah guru, kurangnya pelatihan guru, dan rendahnya 
komitmen guru. Sementara itu, enam permasalahan lainnya adalah 
kurangnya dukungan anggaran dan infrastruktur pendidikan, rendahnya 
dukungan orang tua, rendahnya minat belajar anak, kuatnya pengaruh 
politik, ketidaktuntasan belajar murid, dan lemahnya pengawasan. 
Berbagai permasalahan dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar 
tersebut pada akhirnya menyebabkan rendahnya kemampuan literasi 
dan numerasi murid. Untuk itu, perlu diupayakan jalan keluarnya melalui, 
antara lain, (i) penyelesaian persoalan kualitas dan manajemen guru guna 
menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah memadai 
dan (ii) perbaikan sistem belajar-mengajar yang mendukung peningkatan 
kemampuan literasi dan numerasi.

Gambar 1. 
Wilayah penelitian
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Sorotan Penelitian

Di sisi lain, di semua kabupaten studi ditemukan inovasi-inovasi 
pembelajaran. Jumlah dan bentuk inovasinya bervariasi antarkabupaten. 
Dampak berbagai inovasi tersebut belum dapat dievaluasi karena kecilnya 
jumlah dana, sedikitnya jumlah penerima, dan pendeknya periode 
pelaksanaan program. Namun, terdapat indikasi bahwa kabupaten yang 
memiliki jumlah inovasi lebih banyak cenderung memiliki kinerja pendidikan 
dasar–dilihat dari angka putus sekolah, nilai rata-rata hasil uji kompetensi 
guru (UKG), nilai rata-rata ujian nasional, angka partisipasi sekolah, dan rasio 
murid-guru–yang lebih baik.

Studi ini juga memetakan peranan aktor-aktor utama dalam pembelajaran 
yang meliputi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, bupati, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas Pendidikan. Meskipun secara 
umum sekolah dan Dinas Pendidikan dianggap memiliki ketertarikan dan 
pengaruh paling tinggi, di empat dari enam kabupaten studi ini justru bupati 
yang dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh lebih tinggi. Di tiga 
kabupaten studi, DPRD juga dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh 
yang tinggi, meskipun posisinya masih di bawah sekolah. Tingginya tingkat 
ketertarikan bupati dan DPRD tersebut sangat menentukan besarnya 
dukungan anggaran bagi pendidikan dasar dan beragamnya jenis inovasi 
yang ditujukan bagi guru dan murid. 

Gambar 2. Permasalahan 
utama pembelajaran 
murid SD dan SMP di 
Indonesia
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Kegiatan Utama Kami

DINAMIKA PENGHIDUPAN PEREMPUAN MISKIN: 
STUDI KASUS KETIKA TERJADI PERUBAHAN HARGA BBM

Studi yang dilakukan pada lima kabupaten1 ini merupakan bagian 
dari rangkaian studi longitudinal sepanjang 2014–2020 yang 
bertujuan menganalisis dampak kebijakan penetapan subsidi tetap 

( ) BBM tahun 2015 terhadap penghidupan perempuan miskin 
pada lima tema penghidupan (Gambar 1). Di samping itu, studi ini juga 
mempelajari dampak penerimaan tiga program perlindungan sosial2 
yang tercakup dalam Program Perlindungan Sosial (PPS) 2014 terhadap 
penghidupan perempuan miskin pada lima tema tersebut.

Gambar 1. 
Lima tema penghidupan perempuan miskin
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Sorotan Penelitian

Terdapat tiga temuan utama dalam studi ini. Pertama, meskipun perubahan 
kebijakan subsidi tetap BBM merupakan sumber guncangan berskala nasional 
yang dialami seluruh wilayah studi, intensitas dampaknya berbeda-beda 
antarwilayah studi karena adanya sumber guncangan lokal lainnya. Sumber 
guncangan lain tersebut adalah kekeringan dan turunnya harga komoditas 
pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama kelompok miskin di 
beberapa wilayah studi. 

Kedua, pada wilayah studi di mana guncangan menerpa sektor pekerjaan yang 
didominasi laki-laki, perempuan cenderung menambah jumlah pekerjaan yang 
dilakukan guna mempertahankan pendapatan keluarga (Gambar 2). 

Ketiga, studi ini menemukan bahwa PPS 2014 sangat kecil pengaruhnya 
terhadap penghidupan perempuan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu (i) nilai nominal bantuan tunai serta nilai manfaat asuransi 
kesehatan yang tidak memadai, dan (ii) waktu pemberian bantuan yang tidak 
tepat.

Seiring bertambahnya beban perempuan dalam keluarga miskin saat mata 
pencaharian utama laki-laki mengalami gangguan, diperlukan upaya bersama 
pada tingkat keluarga terkait pembagian peran dalam rumah tangga. 
Pemerintah juga dapat mulai merancang program perlindungan sosial yang 
ditargetkan khusus bagi perempuan miskin, misalnya pemberian beasiswa 
bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya penggantian peran 
pengasuhan anak saat kedua orang tuanya bekerja. Selain itu, saat terjadi 
guncangan, program bantuan tunai tidak bersyarat seperti PSKS memberikan 
ruang lebih luas bagi rumah tangga sasaran dalam mengalokasikan tambahan 
dana tersebut untuk pos-pos pengeluaran utama. Program semacam ini 
bersifat lebih responsif dan adaptif terhadap segala kemungkinan guncangan 
yang menimpa kehidupan masyarakat miskin, bahkan guncangan berskala 
rumah tangga sekalipun yang sulit terdeteksi oleh Pemerintah Pusat. 

1 Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan.
2 Tiga program perlindungan sosial tersebut adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program 
Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Gambar 2. 
Temuan studi: 
pengurangan subsidi 
BBM dan berbagai 
guncangan ekonomi lain 
mendorong perempuan 
melakukan lebih banyak 
pekerjaan tambahan, 
selain tetap mengurus 
keluarga 
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PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM 
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Kerja sama perdagangan multilateral antarnegara ASEAN dalam 
bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi dimulai pada  
31 Desember 2015. Skema kerja sama regional ini dimaksudkan 

untuk meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ASEAN sebagai basis 
produksi dan pasar tunggal. Pelaksanaan MEA mendatangkan peluang 
sekaligus ancaman bagi sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia 
sebagai akibat adanya harmonisasi peraturan serta peningkatan 
aliran barang, jasa, dan investasi yang lebih terbuka. Dalam rangka 
mempersiapkan kebijakan untuk penguatan pelayanan kesehatan 
di Indonesia pada era MEA, The SMERU Research Institute bersama 
Bappenas melakukan kajian “Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam 
Menghadapi Masyarakat ASEAN: Implikasi MEA”. Kajian ini dilaksanakan 

implikasi MEA pada lima elemen pelayanan kesehatan serta menganalisis 
kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi 
MEA.

Kajian ini menemukan bahwa keberadaan MEA dapat dimanfaatkan untuk 
mengatasi permasalahan pada berbagai elemen pelayanan kesehatan 

kualitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan 
perbaikan dalam bentuk pengembangan industri bahan baku obat dan 
alat kesehatan; peningkatan kualitas produk farmasi, alat kesehatan, 
dan obat tradisional; peningkatan mutu layanan dan fasilitas pelayanan 
kesehatan (fasyankes); dan mendorong pengembangan pariwisata medis 
dan wellness (kebugaran) di Indonesia.

Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keterbukaan pasar 
pada era MEA, pemerintah perlu memperbaiki sistem insentif tenaga 
kesehatan agar tidak terjadi brain drain (hengkangnya tenaga ahli ke 
luar negeri). Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan 
terhadap tenaga kesehatan asing; fasyankes; serta produk obat, alat 
kesehatan, dan obat tradisional yang beredar di dalam negeri guna 
menjamin tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas bagi 
masyarakat. Untuk mengembangkan pariwisata medis dan wellness, 
pemerintah perlu membentuk health tourism board (badan pariwisata 
kesehatan), mempromosikan kualitas fasyankes di Indonesia baik ke 
dalam maupun ke luar negeri, dan menyinergikan langkah tersebut 
dengan penyediaan layanan kesehatan tradisional. 
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DARI MDGs KE SDGs: 
PELAJARAN, TANTANGAN, DAN ANTISIPASI KEBIJAKAN

Agenda pembangunan global yang terangkum dalam Tujuan 
Pembangunan Milenium (MDGs) berakhir pada 2015 dan 
Indonesia berkomitmen mengadopsi agenda pembangunan 

baru yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
untuk 15 tahun ke depan. Agenda SDGs dinilai melampaui MDGs karena 
memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal 
untuk pembangunan yang inklusif melalui pencapaian 17 tujuan dan 169 
target. Agar bisa mencapai target dengan lebih baik, Indonesia perlu 
berpijak pada kondisi pembangunan saat ini serta capaian MDGs.

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya 
mencapai target SDGs, pada akhir 2015 hingga awal 2016 SMERU 
bersama Bappenas melakukan kajian berbasis studi literatur, analisis 
data sekunder, serta rangkaian diskusi pakar di tingkat nasional dan 
di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Kajian 
ini menyoroti capaian target MDGs serta mandat baru SDGs dan 

upaya mencapai SDGs, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan 
kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan.

Pelajaran utama dari pelaksanaan MDGs yang relevan untuk SDGs adalah 
perlunya segera dilakukan sinkronisasi agenda pembangunan global 
tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat 
dan daerah. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, peranan dan rasa 
kepemilikan pemerintah daerah (pemda) perlu terus ditingkatkan karena 
merekalah yang menjadi ujung tombak kesuksesan pelaksanaan agenda 
pembangunan global ini.

M
. F

aj
ar

 R
ak

hm
ad

i/
SM

ER
U



Laporan Tahunan
2016 21

Sorotan Penelitian

Di samping itu, pemantauan dan evaluasi MDGs yang lalu juga terkendala 
oleh ketersediaan data yang kredibel. Oleh karena itu, perlu diupayakan 
penyediaan data indikator SDGs, setidaknya hingga tingkat kabupaten/kota.

Kendala lain yang perlu diatasi adalah lemahnya koordinasi antara 
Pemerintah Pusat dan pemda, serta antarlembaga lintas sektor baik di tingkat 

partisipasi publik. Pembagian tugas dalam pencapaian serta pemantauan 
SDGs antara Pemerintah Pusat dan pemda sangat strategis untuk segera 
dilakukan. Dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas sejak awal 
pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dapat dilakukan di tingkat lokal 
sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari donor 
seperti yang terjadi pada pelaksanaan MDGs. 

1
MENANGGULANGI 
KEMISKINAN
DAN KELAPARAN

MENCAPAI
PENDIDIKAN
DASAR 
 UNTUK
  SEMUA

2

MENDORONG
KESETARAAN

GENDER DAN
PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

3

5

MENINGKATKAN
KESEHATAN IBU

MENURUNKAN
ANGKA KEMATIAN
ANAK

4

6

MEMERANGI
HIV/AIDS,
MALARIA, DAN 
    PENYAKIT
       MENULAR
        LAINNYA

7

  MEMASTIKAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN 
HIDUP

8
               MEMBANGUN
       KEMITRAAN 
GLOBAL UNTUK 
      PEMBANGUNAN

TANPA
KEMISKINAN

1
2 TANPA

KELAPARAN

3
KEHIDUPAN
SEHAT DAN
SEJAHTERA

4
PENDIDIKAN
BERKUALITAS

5
KESETARAAN
GENDER

6AIR BERSIH
DAN SANITASI 
LAYAK

7    ENERGI BERSIH
DAN TERJANGKAU

8
PEKERJAAN LAYAK 
DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI

9

INDUSTRI
INOVASI DAN

INFRASTRUKTUR10

BERKURANGNYA
KESENJANGAN

11

KOTA DAN
PERMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN

12

KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB

13

PENANGANAN
PERUBAHAN
IKLIM

14

EKOSISTEM 
LAUT

15

EKOSISTEM 
DARATAN

16

PERDAMAIAN,
KEADILAN, DAN
KELEMBAGAAN
YANG TANGGUH

KEMITRAAN
UNTUK

MENCAPAI
TUJUAN

17

PELAJARAN & TANTANGAN

Sinkronisasi agenda global ke 
dalam dokumen perencanaan 

Meningkatkan peranan dan rasa
kepemilikan pemerintah daerah 

Ketersediaan data yang kredibel 
untuk pemantauan dan evaluasi

Meningkatkan koordinasi antara
Pemerintah Pusat dan 

pemerintah daerah 
pembiayaan SDGs di daerah

Meningkatkan sosialisasi SDGs 
dan partisipasi publik

DARI MDGs KE SDGs
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u Jambi1 Kabupaten Merangin & Kabupaten Batanghari 

Jawa Tengah2 Kabupaten Banyumas & Kabupaten Wonogiri 

Nusa Tenggara Timur3 Kabupaten Ngada

LOKASI PEMANTAUAN

KEGIATAN PEMANTAUAN

WAWANCARAPEMANTAUAN
PEMBANGUNAN

1

2
3

PEMANTAUAN
PELATIHAN

PEMANTAUAN
PERTEMUAN

PELACAKAN
MEDIA

TAHUN AWAL PELAKSANAAN UU DESA: 
DI MANA PERANAN KAUM MARGINAL?

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)–yang 
mulai dilaksanakan pada 2015–melahirkan harapan akan terlaksananya 
demokratisasi di tingkat lokal, termasuk penerapan tata kelola yang baik 
( ). Berkenaan dengan hal tersebut, SMERU, bekerja 
sama dengan PNPM Support Facility (PSF) Bank Dunia, melakukan 
studi pemantauan implementasi UU Desa dengan fokus pada isu tata 
kelola pemerintahan desa. Studi ini bertujuan memahami: (i) praktik 
tata kelola yang mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas; (ii) daya tanggap pemerintah desa terhadap kebutuhan 
prioritas masyarakatnya, terutama kelompok marginal; dan (iii) eksistensi 
serta kontribusi institusi lokal (seperti Badan Permusyawaratan Desa, 
disingkat BPD, dan/atau lembaga adat) dan aktivis desa (seperti aktor 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, atau PNPM) dalam 
implementasi UU Desa. Studi longitudinal (November 2015 hingga Juli 
2018) ini dilaksanakan di sepuluh desa yang berlokasi di lima kabupaten, 
dengan menempatkan seorang peneliti lokal untuk tinggal ( ) di 
masing-masing kabupaten dan mencatat kegiatan formal dan informal 
yang diselenggarakan berbagai pihak–masyarakat, lembaga/pihak 
pemerintah (terutama desa, lalu kecamatan dan kabupaten), maupun 
kalangan nonpemerintah–dalam proses pelaksanaan UU Desa.

Gambar 1. 
Wilayah penelitian
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Hasil studi baseline (awal) dan pemantauan sepanjang November 2015 
hingga April 2016 memperlihatkan bahwa keterlibatan kaum marginal–
sering dirujuk sebagai kelompok perempuan dan orang miskin yang 
umumnya tereksklusi–dalam perencanaan pembangunan desa masih 

dengan periode sebelum berlakunya UU Desa. Setidaknya ada dua 
penyebab kondisi ini, yaitu: (i) desain proses perencanaan pembangunan 
desa yang terbatas dan masih didominasi elite desa, dan (ii) rendahnya 
motivasi warga untuk berpartisipasi, di satu sisi, serta kesibukan mereka 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain.

Untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal, dibutuhkan 
peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan inklusif hingga 
tingkat desa. Proses tersebut dapat didukung melalui peraturan terkait 

kelompok miskin dan perempuan ( ). 
Peran BPD, kelompok masyarakat, kader/pendamping, dan aktor lain 
di tingkat lokal sebagai saluran aspirasi bagi kelompok marginal juga 
perlu dioptimalkan. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan, antara lain, 
mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif, misalnya 

 ke rumah tangga miskin dan wilayah dusun terpencil. 

Gambar 2. 
Mengapa tingkat 
partisipasi kaum marginal 
dalam perencanaan 
pembangunan desa 
rendah?



Laporan Tahunan
201624

Kegiatan Utama Kami

Sepanjang 2016, SMERU telah mempublikasikan 9 laporan, 
2 kertas kerja, dan 2 catatan kebijakan, dan menyebarkannya kepada 
berbagai pemangku kepentingan SMERU.

LAPORAN PENELITIAN 
Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 
2011

Hastuti, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Robert Justin Sodo, Asri Yusrina, 
Rahmitha, Gracia Hadiwidjaja, dan Prio Sambodho

Oktober 2016

KERTAS KERJA
Inequality and Stability in Democratic and Decentralized Indonesia

Mohammad Zulfan Tadjoeddin (Western Sydney University, Australia), Athia 
Yumna (The SMERU Research Institute), Sarah E. Gultom (Monash University, 
Malaysia), M. Fajar Rakhmadi (The SMERU Research Institute), M. Firman Hidayat 
(Bappenas), dan Asep Suryahadi (The SMERU Research Institute)

April 2016

CATATAN KEBIJAKAN
 Seri UU Desa No. 2/2016; Membenahi BPD untuk Memperkuat  

 Desa

 Palmira Permata Bachtiar

 Agustus 2016

No. 1/2016; Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia  
 untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan

 Irdam Ahmad

 April 2016

PUBLIKASI LAINNYA
Laporan Tahunan 2015

November 2016  

Newsletter No. 37/2016 – 
/Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak 

Harga Pangan

Desember 2016

PUBLIKASI SMERU 2016
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PUBLIKASI YANG HANYA DIUNGGAH KE SITUS WEB SMERU

LAPORAN PENELITIAN
1.  Multidimentional Poverty of Farmers: Results of Participatory Assessment in   

Gampong Cahya, Kabupaten Aceh Timur
  Sirojuddin Arif dan Herry Widjanarko

2.  Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: A Study on  
the System and Implementation

  Akhmadi, Hastuti, Armand Arief Sim, Athia Yumna, Gracia Hadiwidjaja, Nina Toyamah, Radi 
Negara, Rahmitha, Sri Budiyati, Syaikhu Usman, dan Yudi Fajar M. Wahyu

3.  Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota 
Pekalongan, Jawa Tengah

  Akhmadi, Asri Yusrina, dan Athia Yumna

4.  The Dynamics of Poor Women’s Livelihood: A Case Study amidst a Fuel Price Change
  Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y. D. Utari, Joseph Natanael Marshan, 

  Desember 2016 (draf)

5.  A Socioeconomic Analysis of National Road Improvements in Indonesia: A Case Study 
of the EINRIP 2015 Road Improvement in Dompu and Sumbawa

  Yudi Fajar M. Wahyu, Bambang Sulaksono, dan Widjajanti Isdijoso

  November 2016 (draf)

6.  Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan 
Harga BBM

  Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y.D. Utari, Joseph Natanael Marshan, 

  September 2016 (draf)

7.  Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum
  

Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi

  Juni 2016 (draf)

8.  Poor Women’s Livelihoods and Access to Public Services
  

Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi

  Mei 2016 (draf)
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PUBLIKASI YANG HANYA DIUNGGAH KE SITUS WEB SMERU

KERTAS KERJA
1.  Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif 

dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
  Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi

2.  Determining Comprehensive Criteria and Census Variables for the Protection of         
the Poor at the Local Level

  Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi

RANGKUMAN EKSEKUTIF
1.  Opinion Leader Research on Barriers to Optimal Infant and Young Child Feeding 

Practices in Indonesia

TULISAN SMERU DALAM PUBLIKASI ORGANISASI LAIN
1.  
  Rendy Adriyan Diningrat
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016

2.  Meet the Expert: Quality Life for Indonesia Children
  Rachma Indah Nurbani
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016

3.  
  Rendy Adriyan Diningrat
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016

4.  
Indonesia

  Rika Kumala Dewi
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016

5.  
  Rika Kumala Dewi
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016

6.  Meet the Expert: Athia Yumna
  Athia Yumna
  Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016

7.  Protecting Poor Pregnant Mothers and Newborns in the Era of Universal Health Care 
Scheme: Case of Indonesia

  Athia Yumna, Sri Budiyati, Asep Kurniawan, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan 
Kartawijaya

  Poster elektronik yang diterbitkan Fourth Global Symposium on Health Systems Research

8.  Universal Health Care Scheme Consequences on Local Health Financing: Indonesia’s 
Experience

  Asep Kurniawan, Athia Yumna, Sri Budiyati, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan 
Kartawijaya

  Poster elektronik yang diterbitkan Fourth Global Symposium on Health Systems Research

9.  Sub-national Health Care Financing Reforms in Indonesia
  Robert Sparrow, Sri Budiyati, Athia Yumna, Nila Warda, Asep Suryahadi, dan Arjun S. Bedi
  Artikel jurnal yang diterbitkan dalam Health Policy and Planning
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SMERU membuka akses bagi publik terhadap pangkalan data ornop 
dan peta kemiskinannya secara online (dalam jaringan). Berikut ini 
gambaran singkat mengenai kedua produk tersebut.

DATA & INFORMASI

PANGKALAN DATA ORNOP 

Pangkalan Data Ornop SMERU merupakan sumber data ornop 
online yang paling lengkap di Indonesia. Pangkalan data ini dapat 
memfasilitasi individu/lembaga dalam mengontak ornop-ornop di 
Indonesia. Selain itu, pangkalan data ini bermanfaat bagi pihak-pihak 
yang sedang melakukan penelitian tentang ornop di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pangkalan Data Ornop 
SMERU, hubungi Hariyanti Sadaly di hari@smeru.or.id.
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PETA KEMISKINAN DAN PENGHIDUPAN INDONESIA 2015
Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 merupakan peta 
kemiskinan yang mutakhir. Penyusunan peta ini menggunakan data 
Sensus Penduduk 2010, Susenas 2010 dan 2015, serta Podes 2014. 
Peta ini menyediakan statistik kemiskinan hingga tingkat desa serta 
mengombinasikan angka kemiskinan dengan informasi sosial-
ekonomi guna meningkatkan mutu analisis kemiskinan. Oleh karena 
itu, peta ini merupakan sumber data yang kaya untuk penelitian dan 
penetapan sasaran kebijakan dan program. 

Untuk menggunakan peta ini, kunjungi povertymap.smeru.or.id.

TINGKAT DESA/KELURAHAN

TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

TINGKAT PROVINSI

X
Kamal Muara
Poverty Rate:
4.75%
Gini Index: 0.33

X
Penjaringan
Poverty Rate:
8.60%
Gini Index: 0.31

X
Sunter Jaya
Poverty Rate:
8.95%
Gini Index: 0.32

X
Marunda
Poverty Rate:
13.57%
Gini Index: 0.28
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YAYASAN SMERU

  

  

  

PEMBINA

PENGURUS

PENGAWAS

Dr. Syaikhu Usman Ketua The SMERU Research Institute, Jakarta

Gregory Churchill, JD Wakil Ketua Konsultan hukum & dosen (purnatugas)

Dr. Joan Hardjono Anggota Peneliti independen, Bandung

Dr. Sudarno Sumarto Anggota The SMERU Research Institute & TNP2K, Jakarta

Dr. Syarif Hidayat Anggota Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

Dr. Chris Manning  Anggota The Australian National University, Canberra,   
  Australia

Dr. Asep Suryahadi Ketua The SMERU Research Institute, Jakarta

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St. Wakil Ketua The SMERU Research Institute, Jakarta

Nuning Akhmadi, M.Sc. Sekretaris The SMERU Research Institute, Jakarta
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